
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 708, 2021 DJSN. Target Kinerja. Penilaian Capaian Kinerja. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penetapan. 
 

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 
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PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan 

Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan 

Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan 

Jaminan Sosial Nasional berwenang menetapkan target 

kinerja dan menilai capaian kinerja Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial; 

b. bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator 

Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan 

perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang 

Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan 

Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6270); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5724); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6427); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5715); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5730); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6649); 

10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang 

Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 252); 

11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji 

atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif 

bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254); 

12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian 

Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104); 

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata 

Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 

tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 

tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 14); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 

tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan 

Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1388); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, 
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Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1513); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 

tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-

CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

92); 

22. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190); 

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari 

Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 247); 

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan 

Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 300); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG 

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN 

KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. 
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